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Abstraksi : Pengembangan pertahanan selalu berhadapan dengan sumber daya terutama sumber dana nasional. 
Karena itu dalam penentuannya harus memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kesejahteraan lainnya untuk sektor 
sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuan penulisan paper ini adalah melihat keadaan anggaran pertahanan 
Indonesia, batasan-batasan apa yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran, dan tantangan yang dihadapi 
dalam kebijakan anggara pertahanan nasional. Metode peneitian yang digunakan pada paper ini adalah studi 
literatur atau  penelitan kepustakaan. Dari hasil studi literatur menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat 
rencana pembangunan kekuatan pertahanan melalui anggaran yang memadai untuk menciptakan kemampuan 
pertahanan yang dapat diandalkan. Program-program anggaran harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin, 
agar dana yang disediakan untuk pertahanan negara yang umumnya terbatas dapat memperoleh manfaat maksimal.   
  
Kata Kunci : Pertahanan, , Manajemen Pertahanan, Ekonomi Pertahanan, Anggaran pertahanan  
  
PENDAHULUAN   
Anggaran pertahanan merupakan suatu komitmen 
negara untuk menyediakan sumber dana untuk 
tujuan–tujuan mengamankan dan meningkatkan 
keamanan negara dari ancaman militer, apakah fisik 
(riil) atau psikologis (dalam tataran persepsi), 
internal atau eksternal.  Perhatian utama anggaran 
pertahanan adalah penciptaan, pemeliharaan dan 
melengkapi angkatan bersenjata. Tujuan dari 
pengeluaran pertahanan adalah untuk menyediakan 
pertahanan militer yang kuat bagi negara beserta 
teritorinya, dan keamanan bagi para warga 
negaranya. Biaya pertahanan masih sangat 
dibutuhkan sampai saat ini sebagai aktivitas yang 
penting, untuk melindungi sumber-sumber daya 
suatu negara yang sangat besar. Penentuannya selalu 
berhadapan dengan kepentingan-kepentingan dan 
ketidakpastian.   
Menurut Departemen Pertahanan anggaran 
diartikan sebagai: “Suatu rencana pekerjaan 
keuangan yang disusun secara sistematis, yang 
meliputi jumlah pengeluaran maksimal yang 
mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan 
negara dalam jangka waktu tertentu dan perkiraan 
pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat 
diterima dalam masa tersebut.” Anggaran 
pertahanan merupakan anggaran publik yang 
dialokasikan untuk segala macam keperluan 
berkaitan dengan pertahanan suatu negara dan 
bangsa, dimana  besarannya sangat terkait dengan 
kemampuan suatu negara dan skala prioritas dalam 
pembangunannya.  
Pengembangan kekuatan militer selalu 
dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber 
daya, termasuk sumber dana nasional. 
Keberadaan kekuatan militer untuk 
menyesuaikan diri terhadap 
perubahanperubahan selalu berhadapan 
dengan pilihan prioritas kebijakan nasional 
yang lain. Penguatan kekuatan militer sebagai 
komponen utama pertahanan adalah melalui 
langkahlangkah mobilisasi, ekspansi atau 
perluasan kekuatan militer dan peningkatan 
kemampuan tanggap/responses. Modal 
penting dalam pengembangan semua itu 
adalah anggaran pertahanan (Anggoro, 2004).   
Walaupun demikian pemerintah juga harus 
memperhatikan pengeluaran untuk sektor 
sosial. Tujuan dari pengeluaran sosial adalah 
untuk menyediakan jasa-jasa sosial kepada 
warganegaranya dari suatu negara. Dengan 
demikian disadari dari awal telah terjadi 
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persaingan akan sumber-sumber daya bukan 
saja oleh sektorsektor militer tetapi juga pada 
sektor-sektor sosial.   
Pertanyaan utama pada paper ini yaitu, dalam 
manajemen kebijakan anggaran pertahanan, 
apa yang mendorong terbetuknya besaran 
anggaran pertahanan yang efektif dan efisien. 
Dalam tulisan ini akan dijelaskan keadaan 
anggaran pertahanan Indonesia, batasan-
batasan apa yang harus diperhatikan dalam 
menyusun anggaran, dan tantangan yang 
dihadapi dalam kebijakan anggara pertahanan 
nasional. Perhatian pada aspek-aspek ekonomi 
menjadi sangat penting dalam penyusunan 
anggaran pertahanan,  sehingga itu perlu  
mengaplikasikan metodametoda ekonomi 
untuk melihat masalah-masalah pertahanan.   
Anggaran pertahanan harus memberi efek 
pengganda pada perekonomian. Kennedy (2016) 
menguji apakah anggaran pertahanan nasional dapat 
merangsang investasi, ternyata hasil empiris 
menunjukkan bahwa anggaran pertahanan 
Indonesia masih memberikan efek crowding out 
terhadap investasi.   
Kennedy  (2017) menekankan bahwa, perlu 
diperhatikan peningkatan anggaran pertahanan tidak 
boleh disebabkan oleh hal-hal selain kebutuhan 
akan keamanan dan ekonomi, misalnya masuknya 
kepentingan para “makelar” dalam program-
program pertahanan.  
Keberadaan pengeluaran pertahanan sebaiknya 
mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
nasional.  
  
LANDASAN TEORI   
Chrisnandi (2007) menyebutkan bahwa salah satu 
unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan 
adalah rumusan mengenai jumlah anggaran belanja 
pertahanan negara. Selain postur dan struktur 
pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat 
vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari 
implementasi total kekuatan negara.   
Menurut Castillo dalam Kennedy (2016), dari 
merangkum berbagai pendapat ahli, dapat 
difokuskan pada tiga hipotesis mengapa suatu 
negara meningkatkan belanja pertahanannya, yaitu :  
1. Pengeluaran pertahanan dari suatu negara 
bergantung pada tingkat keamanannya. 
Semakin besar tingkat ancaman eksternal 
yang dirasakan oleh penentu kebijakan, 
akan semakin besar pula pengeluaran 
pertahanan dari suatu negara. Negara 
merasa khawatir, dan mereka akan 
meningkatkan pengeluaran militernya 
untuk merespon ancaman tersebut. 
Hipotesis ini disebut juga fear hypothesis.  
2. Negara berambisi, melalui pertumbuhan 
ekonominya yang tinggi, negara bertujuan 
untuk berpengaruh di dunia internasional 
dengan memperbesar pengeluaran 
pertahanannya. Semakin besar kekayaan 
ekonomi suatu negara, semakin besar 
pengeluaran pertahanannya. Hipotesis ini 
disebut juga ambition hypothesis.  
3. Pemimpin-pemimpin pemerintahan 
menggunakan kebijakan internasionalnya 
untuk mengalihkan masalah-masalah 
dalam negerinya. Ketika pemerintahan 
merasa memiliki potensi untuk kehilangan 
legitimasinya, mereka akan melakukan 
sebuah kebijakan luar negeri yang 
ekspansif dan meningkatkan pengeluaran 
pertahanannya. Negara akan 
menggunakan kebijakan internasional 
yang agresif dengan peningkatan yang 
sangat tinggi dalam pengeluaran 
militernya, untuk mengalihkan masalah-
masalah dalam negerinya.  Hipotesis ini 
disebut juga legitimacy hypothesis.  
West dan Thompson (1990) menyatakan 
banyak penelitian yang mencoba menjelaskan 
perilaku pengeluaran pertahanan dalam 
hubungannya dengan proses politik dan 
birokrasi. Pada negara-negara dunia ketiga 
militer merupakan aktor yang penting dalam 
politik domestik. Militer terlibat untuk 
melindungi kepentingankepentingan institusi 
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khususnya pemerintah. Militer secara konstan 
berhubungan dengan institusi-institusi politik 
dan kekuatan-kekuatan politik dalam negara. 
Selain itu faktor-faktor internasional seperti 
konflik, perlombaan senjata, perdagangan 
senjata dan lain-lain juga mempengaruhi 
birokrasi domestik dan aktivitas politik yang 
berhubungan dengan militer. Dengan 
demikian dalam menjelaskan  
pengeluaran militer perlu dikaji 
aktivitasaktivitas politik domestik, politik-
politik birokrasi, dan pembangunan institusi 
militer. Di beberapa negara terdapat asumsi 
bahwa pengeluaran pertahanan sangat 
dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa, 
dimana pola dan besarannya akan sangat 
berbeda terhadap setiap tipe rejim yang 
berkuasa. Dengan demikian sangat 
dimungkinkan terdapat kaitan antara besarnya 
level anggaran pertahanan dengan tipetipe dari 
rejim pemerintahan. Perkiraan yang umum 
adalah ketika kekuatan militer dialokasikan 
lebih besar pada pengeluaran pertahanannya, 
diasumsikan bahwa pemimpinpemimpin 
militer menginginkan kekuatan institusinya 
untuk kepentingan-kepentingan mereka 
sendiri. Banyak peneliti yang menguji ini, 
mengenai perilaku pengeluaran militer dan 
rejim-rejim sipil pada negara-negara. 
Beberapa hasil penelitian terdahulu 
dipaparkan pada tabel berikut ini.   
Memang tidak terdapat sebuah teori yang secara 
umum mampu menjelaskan bagaimana anggaran 
pertahanan harus dirumuskan. Namun, melalui teori 
perilaku ekonomi estimasi dapat dilakukan. 
Anggaran pertahanan umumnya merupakan tarik 
menarik yang kompleks antara dimensi politik, 
ekonomi, sosial, militer, dan teknologi. Terdapat 
berbagai kelemahan dalam penentuan anggaran 
pertahanan yang optimal, diantaranya adalah :  
a. Kendala utama utama pembangunan postur 
militer yang kuat di negara-negara 
berkembang adalah lemahnya perekonomian 
nasional yang berakibat pada rendahnya 
pendapatan nasional (PDB). Akibatnya, jika 
perekonomian di negara berkembang yang 
umumnya sangat lemah dijadikan dasar 
dalam membangun kekuatan militer, atau 
kekuatan militer mengikuti keadaan 
perekonmian, maka dapat dipastikan bahwa 
negara berkembang tersebut tidak akan 
pernah mampu membangun kekuatan militer 
yang tangguh.   
b. Estimasi yang dilakukan berdasarkan 
anggaran itu sendiri memiliki beberapa 
kelemahan : (i) tidak jarang dokumen 
anggaran bukanlah merupakan indikator 
tujuan pemerintahan, namun merefleksikan 
kepentingan departemen; (ii) dokumen 
anggaran bersifat teknis dan jangka pendek 
sehingga dapat diragukan jika digunakan 
sebagai dasar peramalan jangka panjang; (iii) 
kelemahan estimasi sering terjadi jika 
terdapat perubahan klasifikasi anggaran 
(klasifikasi baru), sehingga tidak tersedia 
data masa lalu;  (iv) terbatasnya data yang 
relevan dengan persoalan keamanan, seperti 
data mengenai kepastian harga sistem 
persenjataan di masa datang, serta data-data 
lainnya yang akurat dan kompeten.  
c. Masalah perubahan kondisi militer, kondisi 
ancaman, dan teknologi. Perubahan teknologi 
senjata yang semakin cepat mempengaruhi 
strategi dan taktik militer sehingga 
berdampak pada pembiayaan dan 
pembelanjaan. Kondisi ancaman yang 
dianalisa sekarang masih memberikan tingkat 
ketidakpastian yang cukup tinggi.  
d. Dalam penentuan anggaran militer pemegang 
kebijakan tidak selalu berpikir rasional, tetapi 
juga dari posisi tawar dan negosiasi secara 
politis dari setiap aktornya dalam setiap 
jajaran dan tingkat pemerintahan yang 
berkepentingan dengan perumusan anggaran.  
Selain itu juga harus dibedakan bahwa biaya 
untuk menyiapkan kekuatan militer ini, di 
masa aman atau damai dan pada masa perang, 
adalah sangat berbeda pada tingkat masyarakat 
yang berbeda, dan pada periode yang berbeda 
(Smith, 1776). Walaupun banyak kendala di 
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atas, estimasi tetap harus dilakukan karena 
proyeksi anggaran belanja dalam jangka 
panjang merupakan instrumen penting bagi 
berbagai rencana organisasi untuk menetapkan 
tujuan dan mengatasi berbagai masalah yang 
ada sekarang dan di masa depan. Selain itu 
juga estimasi anggaran belanja militer sangat 
penting bagi pelaku ekonomi, pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan seluruh aktivitas 
ekonomi karena naik turunnya anggaran 
militer secara umum  memiliki dampak 
terhadap perekonomian.   
  
METODOLOGİ PENELITIAN  
Metode peneitian yang digunakan pada paper 
ini adalah studi literatur atau  penelitan 
kepustakaan. Syaodih (2009) menyatakan 
metode ini berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, atau penelitian 
yang obyek penelitiannya digali melalui 
beragam informasi kepustakaan (buku, 
ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan 
dokumen). Pengumpulan data digali dari 
literatur yang terkait dengan apa yang 
dimaksudkan dalam rumusan masalah dan 
dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen 
yang digunakan untuk menjawab 
permasalahan tersebut  
  
PEMBAHASAN PENELİTİAN  
  
Gambaran Anggaran Pertahanan Indonesia 
Muhaimin (2008) menjelaskan kegunaan anggaran 
pertahanan, bahwa anggaran belanja pertahanan 
adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat untuk membiayai angkatan 
bersenjata nasional, meliputi pasukanpasukan pada 
angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, 
dan juga pasukan komando, pasukan cadangan, 
kelengkapan administrasi, serta komponen 
penunjang, termasuk di dalamnya kelompok milisi 
dan pelayanan pabean serta penjaga perbatasan yang 
dilatih dengan taktik dan perlengkapan militer oleh 
pemegang otoritas militer. Sudah barang tentu, 
alokasi untuk kesejahteraan prajurit tetap harus 
menjadi prioritas.   
Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami 
kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak krisis, 
tahun  2004 terus mengalami penurunan, bahkan 
pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap 
PDB. Namun terdapat perbaikan, semenjak tahun 
2010 rasio anggaran mulai meningkat (lihat tabel 1)  
  
Sumber: Kementrian  Koodinator Bidang  
Politik, Hukum dan Keamanan   
Republik Indonesia (Pandjaitan, 2016)  
  
Kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan 
terjadi pada anggaran rutin, sementara 
kenaikan anggaran pembangunan  kekuatan 
Tabel 1.  Belanja Militer dan Rasionya  
Tahun 2000 - 2016 
  
  
Gambar  3 . Komposisi Belanja  
Pertahanan Menurut Unit Tahun 2016  
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pertahanan dalam jumlah yang sangat kecil 
sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan 
efek signifikan terhadap pembangunan 
kekuatan. Dari tabel 2 terlihat bahwa belanja 
pegawai terlalu mendominasi, karena itu 
untuk tahuntahun ke depan belanja modal 
yang berhubungan dengan alutista (alat utama 
sistem pertahanan) harus ditingkatkan.  
  
Tabel 2. Belanja Pertahanan dan  
Rasionya Tahun 2000-2016  
  
Sumber: Kementrian  Koodinator  
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Republik Indonesia (Pandjaitan, 2016)  
  
  
Untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada 
gambar berikut ini:  
  
  
  
Sumber: Kementrian  Pertahanan  
Republik Indonesia (Pandjaitan, 2016)  
Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 
70% merupakan anggaran rutin (belanja barang dan 
belanja pegawai), sedangkan untuk pembangunan 
pertahanan hanya sekitar 30% (belanja modal). 
Penyediaan anggaran militer oleh negara dianggap 
tidak mencukupi kebutuhan dalam pengadaan alat 
utama persenjataan (alutsista). Menurut Buku Putih 
Pertahanan Indonesia, kenaikan nilai nominal 
anggaran pertahanan sebenarnya terjadi pada 
anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran 
pembangunan  kekuatan pertahanan jumlahnya 
sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak 
memberikan efek signifikan terhadap pembangunan 
kekuatan.  
Dengan porsi terbesar dari anggaran pertahanan 
adalah anggaran rutin, maka anggaran pembangunan 
yang terkait langsung dengan pemeliharaan dan 
pengembangan alutsista tidak memungkinkan untuk 
dilakukan dalam pengembangan kekuatan 
pertahanan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 
Peogram MEF (minimum essential force) masih 
belum terlaksana dengan optimal. Jumlah ini masih 
sangat kurang mengingat Indonsia masih harus 
memenuhi dan meningkatkan kualitas alutista. 
Padahal pengadaan alutsista merupakan strategi yang 
harus dijalankan pemerintah, terutama karena 
industri strategis domestik belum dapat diandalkan 
untuk dijadikan industri substitutsi bagi sumber 
alutsista Indonesia. Kecenderungan ini membuat 
kebijakan pembiayaan pengadaan alutsista 
bersumber dari pasar senjata internasional dengan 
fasilitas kredit ekspor. Departemen Pertahanan 
tampaknya akan tetap menggunakan fasilitas kredit 
ekspor sebagai alternatif utama.   
  
Manajemen Anggaran Pertahanan  
Penyelenggaraan pertahanan negara sangat 
bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang 
dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan 
jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada 
faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas 
pembangunan. Menurut Undang-undang TNI pasal 
25 UU no.3/2002 mengatur bahwa anggaran 
pertahanan berasal dari APBN dan digunakan untuk 
membangun, memelihara, mengembangkan, dan 
menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta 
komponen pertahanan lainnya.  
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 2005-2024 menempatkan 
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bidang pendidikan sebagai prioritas pertama 
dalam pembangunan nasional, diikuti oleh 
pembangunan infrastruktur. Sehingga 
penyediaan anggaran militer oleh negara 
dianggap tidak mencukupi kebutuhan dalam 
pengadaan alat utama persenjataan (alutsista). 
Apabila diukur dari nilai Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran 
pertahanan dalam beberapa dekade terakhir 
relatif konstan, masih pada kisaran di bawah  
1%.  
Tantangan manajemen pertahanan 
diperkirakan akan lebih kompleks. Tugas 
mengawal Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang berdimensi 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 
keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas 
penyelenggaraan pertahanan negara. Wilayah 
Indonesia yang sangat luas,  yakni sekitar 8 
juta kilometer persegi, serta karakteristik 
geografi sebagai negara kepulauan dengan 
17.504 pulau dengan wilayah maritim yang 
luasnya hampir 6 juta kilometer persegi 
membutuhkan alokasi anggaran pertahanan 
yang proporsional dengan tingkat risiko yang 
dihadapi. Dengan alokasi anggaran pertahanan 
(di bawah 1% dari PDB) menjadi tantangan 
yang tidak mudah dalam manajemen 
penyelenggaraan pertahanan dalam mengawal 
NKRI.   
Anggaran pertahanan riil nasional yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, 
pemeliharaan alutsista, dan pembangunan 
kekuatan pertahanan masih berada di bawah 
kebutuhan minimal dibandingkan tugas-tugas 
pertahanan dalam negeri yang cukup berat. 
Hal ini semakin disadari bahwa betapa 
pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik 
personel maupun alutsista (alat utama sistem 
persenjataan), serta dukungan anggaran untuk 
menyelenggarakan kegiatan operasi. Di sisi 
lain, kenyataan bahwa alutsista TNI (Tentara 
Nasional Indonesia) banyak yang berusia tua, 
tetapi masih dipertahankan karena proses 
regenerasi berupa pengadaan alutsista 
generasi baru untuk menggantikan alutsista 
yang lama masih sangat lambat.  
Dengan minimnya anggaran, pemerintah tidak 
memiliki kemampuan untuk membangun 
persenjataan (arms build-up) yang termodern secara 
lengkap. Pemerintah hanya dapat melakukan 
pemeliharaan alutsista. Proses arms maintenance ini 
meliputi perpanjangan usia pakai alutsista, 
pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi alutsista 
yang ditujukan hanya untuk kepentingan materiil 
operasi, serta pengadaan sarana komunikasi untuk 
meningkatkan komando pengendalian di Markas 
Besar dan satuan-satuan tempur TNI. Pengembangan 
sistem pertahanan Indonesia saat ini masih  
diprioritaskan pada pengembangan komponen 
pendukung, yang ditempuh terutama dengan 
“pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar 
kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI 
sukarela atau wajib, serta pengabdian sesuai bidang 
profesi” dan “pengembangan industri pertahanan 
dalam negeri”.   
Pengalokasian anggaran pertahanan Indonesia juga 
masih menghadapi hambatan struktural. Anggaran 
pertahanan dialokasikan untuk kepentingan belanja  
rutin dan belanja modal atau anggaran 
pembangunan. Anggaran menjadi terlihat minim 
karena sudah termasuk anggaran operasional rutin 
dan gaji didalamnya. Anggaran rutin merupakan 
sektor alokasi yang relatif kurang fleksibel, 
sedangkan alokasi anggaran pembangunan dan 
pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan 
ekonomi. Akan tetapi terdapat peluang untuk tetap 
dapat mempertahankan anggaran pemeliharaan dan 
pembangunan, yaitu dengan merancang suatu postur 
pertahanan sedemikian rupa sehingga anggaran 
rutin tersebut, terutama komponen gaji, tidak terlalu 
besar karena peningkatannya bersifat tetap. Jika 
selalu mempertahankan postur anggaran secara 
konservatif, maka akan mengurangi peluang 
pengembangan dan pemeliharaan kapasitas 
pertahanan negara. Untuk itu diperlukan komitmen 
nasional untuk mengalokasikan sejumlah tertentu 
sumber daya nasional untuk pertahanan negara, 
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serta perencanaan pertahanan yang obyektif dan 
rasional baik dari segi besaran maupun alokasinya 
sehingga militer dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik (Anggoro, 2004).    
Kemampuan ekonomi nasional penting 
dipertimbangkan dalam menentukan anggaran 
pertahanan, namun argumen-argumen zero-
sum dalam belanja pertahanan yang 
berhadapan dengan belanja untuk sektor 
publik lain mungkin kurang relevan dalam 
konteks Indonesia. Sebaliknya, argumen harus 
didasarkan pada minimalisasi risiko terhadap 
opportunity cost untuk melindungi sumber 
daya nasional terhadap berbagai ancaman, 
termasuk ancamanancaman non tradisional 
(pembajakan, penyelundupan, dan lain-lain) 
yang dapat membawa konskuensi pada 
penurunan/peningkatan penerimaan negara 
dan stabilitas ekonomi. Harus  dilihat apakah 
anggaran pertahanan yang ini dikeluarkan oleh 
pemerintah Indonesia meningkatkan atau 
justru menekan perekonomian nasional.  
Pembentukan kekuatan pokok minimal 
(minimum essential forces) haruslah juga 
diperhatikan. Perlu diadakan pengadaan 
alutsista baru, yang pengadaannya banyak 
dilakukan dengan memanfaatkan pinjaman 
luar negeri, yang juga senantiasa diupayakan 
melalui peningkatan proporsi keterlibatan 
pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan 
industri pertahanan nasional. Alutsista yang 
secara ekonomis dapat dipertahankan, 
dilakukan upaya repowering, reprofit, dan 
refurbishment (dirawat kembali). Sementara 
itu, alutsista yang sudah tua dan membutuhkan 
biaya tinggi dalam perawatan diupayakan 
untuk dihapuskan. Sedangkan untuk 
kekurangan personel haruslah secara kuantitas 
dipenuhi dengan melengkapi sesuai 
TOP/DSPP (Tabel Organisasi dan 
Perawatan/Daftar Susunan Personel dan 
Perlengkapan). Secara kualitas ditempuh 
melalui upaya peningkatan profesionalitas 
prajurit dengan memberikan kesempatan 
mengikuti pendidikan dan latihan 
(Chrisnandi, 2007)   
Manajemen alokasi anggaran pertahanan sebaiknya 
ditentukan oleh beberapa variabel yang perlu 
diperhatikan, yaitu :  
a. Kondisi eskonomi nasional dengan 
memperhitungkan kemampuan keuangan 
negara. Penyelenggaraan pertahanan negara 
sangat bergantung pada besarnya anggaran 
pertahanan yang dialokasikan pemerintah dan 
prioritas pembangunan. Peningkatan anggaran 
pertahanan haruslah tidak menyebabkan 
efisiensi anggaran pemerintah terganggu, yang 
dapat menyebabkan pembengkakan defisit 
pembiayaan.   
b. Rasio kebutuhan pertahanan dengan 
memperhatikan postur kekuatan militer yang 
ideal, yang dilihat dari kenyataan geografis 
(luas wilayah), kenyataan demografi (besar 
jumlah penduduk), kebutuhan ruang untuk 
hidup (keinginan untuk sejajar secara politis 
dengan negara lain), dan perlunya kekuatan 
penangkal, pertimbangan untuk pembangunan 
kekuatan militer Indonesia dari waktu ke waktu. 
Pemenuhan anggaran pertahanan pada rasio 
yang proporsional akan membangun 
kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal 
sekaligus memberikan efek stabilitas yang 
mendorong kelancaran pelaksanaan 
pembangunan nasional di bidang ekonomi dan 
kesejahteraan (Buku Putih Pertahanan 
Indonesia, 2008).  
c. Besarnya dan tingkat risiko ancaman yang akan 
dihadapi. Yaitu mengatasi risiko konflik yang 
berdimensi keutuhan wilayah  
 NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  
Indonesia), menjaga perbatasan dan pulaupulau 
terluar Indonesia serta membantu pemerintah 
dalam penanganan dampak bencana alam di 
sejumlah daerah. Dalam era global fungsi 
pertahanan negara juga berhadapan dengan 
penanganan ancaman terorisme, ancaman 
keamanan lintas negara, terutama kegiatan 
ilegal di wilayah perairan Indonesia yang 
menguras kekayaan alam,  seperti perompakan, 
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penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan 
keamanan maritim lainnya (Buku Putih 
Pertahanan Indonesia, 2008).  
d. Kekuatan pokok minimal (minimum essential 
forces), yaitu tingkat kekuatan yang mampu 
menjamin kepentingan strategi pertahanan yang 
mendesak. Untuk mencapai ini perlu dilakukan 
berbagai langkah yaitu pengadaan, 
pemeliharaan, dan penghapusan alutsista (alat 
utama sistem persenjataan), serta memenuhi 
kekurangan personel secara kuantitas dan 
kualitas (Chrisnandi, 2007)   
e. Peningkatan keterlibatan Indonesia dalam 
tugas-tugas perdamaian di kawasan dan di 
dunia. Sebagai bagian dari kepentingan nasional 
Indonesia, misi perdamaian dunia dan pelibatan 
di kawasan menuntut kesiapan yang prima dari 
sektor pertahanan negara sangat menonjol 
(Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).  
  
  
KESIMPULAN   
Berdasarkan tantangan-tantangan terhadap 
manajemen anggaran pertahanan, maka 
kebijakan yang dapat direkomendasikan 
adalah sebagai berikut :  
1. Pemerintah perlu meningkatan perekonomian 
nasional dengan mendorong peningkatan 
produksi nasional, karena terdapat hubungan 
antara perekonomian dan anggaran pertahanan, 
maka. Perekonomian nasional yang semakin 
berkembang dan maju akan meningkatkan 
kemampuan membayar pajak bagi setiap warga 
negara sebagai kewajibannya. Dengan 
demikian diharapkan akan tersedia anggaran 
pertahanan yang memadai seiring dengan 
meningkatnya Anggaran Pembangunan dan 
Belanja Negara terhadap PDB.   
2. Perlunya membuat rencana pembangunan 
kekuatan pertahanan melalui anggaran yang 
memadai sehingga dapat menciptakan 
kemampuan pertahanan yang dapat 
diandalkan. Program-program anggaran harus 
dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin 
agar dana yang disediakan untuk pertahanan 
negara yang umumnya terbatas dapat 
memperoleh manfaat maksimal. Hal  
ini merupakan syarat mutlak untuk 
terlaksananya kegiatan ekonomi secara lancar 
dengan persaingan yang sehat baik di dalam 
maupun di luar negeri.   
3. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah, 
harus disikapi dengan penyusunan secara 
seimbang antara keperluan anggaran 
pertahanan dengan kemampuan penyediaan 
anggaran lain dalam mendukung 
perekonomian nasional. Dengan demikian 
pengelolaan anggaran pertahanan haruslah 
berdasarkan skala prioritas, adanya 
kesinambungan alokasi antar periode 
anggaran, efektifitas  dan efisiensi, serta 
transparansi dalam penggunaan anggaran.   
4. Untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran 
pertahanan lebih efektif dan efisien, 
pemerintah harus bekerja keras menghilangkan 
hambatan dari diri sendiri, misalnya dengan 
meniadakan distorsi dan pemborosan dalam 
penggunaan keuangan negara, seperti dalam 
pembelian alutsista.   
5. Secara realistis hambatan dukungan pendanaan 
keuangan negara untuk pertahanan adalah 
karena kendala kurangnya anggaran 
pertahanan. Oleh karena itu harus segera 
dilakukan terobosan kebijakan untuk keluar 
dari jebakan anggaran ini. Sumber pembiayaan 
alternatif juga harus dicari, misalnya melalui 
kontribusi pemerintah daerah yang surplus, 
pinjaman lunak dan pembelian alutsista dalam 
negeri.  
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